
a. bahwa untuk mendorong Perangkat Daerah dan . 
Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Jepara · agar 
menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, 
kaidah, dan standar kearsipan berdasarkan peraturan 
perundang - undangan yang, berlaku, maka perlu 
melakukan pengawasan secara komprehensif; 

b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan 
penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Jepara, 
diperlukan Pedoman Pengawasan Kearsipan Internal; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengawasan 
Kearsipan Internal; 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIJEPARA 
PROVINS! JAWA TENG.AH 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 14 TAHUN 2020 

TENTANG 
PEDOMAN PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL 

Mengingat 

Menimbang 

i ,· 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi J awa Tengah; 

2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 1521 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5071); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan 
(Lembaran Ne~ara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
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2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Ferubahan Kedua Atastindang - Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan · Lembaran Negara Republik 
Indoensia N omor 56 79 ) i 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi 
Kewenan~an Pemerintahan Daerah Kabupaten .Jepara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 
Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2008 Nomor 2); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 2); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupafen Jepafa N0m0F 1 lH 

9. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun 2019 ten tang Pengawasan Kearsipan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806); 

10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan Kabupaten Jepara (Berita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 57)i 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten J epaara, 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang. menjadi kewenan_gan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Jepara 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

- - . - ~ . - . -- 
6. Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat LKD 

Provinsi adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung 
jawab pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip statis di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

7. Lembaga Kearsipan Daerah yang- selanjutnya disingkat LKD adalah 
lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab pembinaan 
kearsipan dan pengelolaan arsip statis di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Jepara. 

8. Pengendalian Kearsipan adalah proses pemantauan, evaluasi dan ~ - - . 
pelaporan pengelolaan arsip dinamis. 

9. Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai 
kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan 
penyelenggaraan kearsipan. 

10. Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang. dilaksanakan 
oleh Tim Pengawas Kearsipan atas pengelolaan arsip dinamis di 
lingkungan perangkat daerah. 

11. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan 
otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di 
bidang pengelolaan arsip dinamis, 

12. Objek Pengawasan adalah pencipta arsip daerah yang mengikuti 
Pengawasan Kearsipan Internal. 

13. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang 
mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang. 
berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. 
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BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL 
PE DOMAN TENT ANG BUPATI PERATURAN Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

~I' 



(1) Ruang Lingkup Pengawasan Kearsipan Internal terdiri atas: 
a. Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan; 
b. Pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan di 

bidang kearsipan; 
c. Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal; 
d. Prosedur Pengawasan Kearsipan Internal. 

(2) Pengawasan Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. 

(3) Pengawasan Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan oleh Unit Kearsipan I terhadap seluruh perangkat daerah 
sesuai wilayah kewenangannya. 

BAB III 
PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin tertib administrasi 
pengelolaan arsip pada Perangkat Daerah. 

Pasal 2 

. . 
kearsipan. 

Maksud Peraturan Bupati ini memberikan pedoman pada Perangkat 
Daerah dan LKD dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 3 

14. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang 
mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelen_ggaraan 
kearsipan. 

15. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang 
kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau 
pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, 

- -· - - - - - .. 
dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. 

16. Tim Pengawas Kearsipan adalah tim pengawas kearsipan yang 
dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengawasan 
penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip Daerah. 

17. Laporan Audit Kearsipan Internal yang. selanjutnya disingkat LAKI 
adalah laporan yang disusun oleh pimpinan pencipta arsip 
berdasarkan hasil audit internal yang dilaksanakan di lingkungannya. 

18. Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan yang selanjutnya 
disingkat PKPKT adalah rencana kegiatan Pengawasan Kearsipan 

- . - - 
untukjangka waktu satu tahun anggaran. 



Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi 
pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang- di~.snaikan-df!p.gat:1,-:-~, 

Pasal 9 

Pengawasan pengelolaan arsip aktif dilaksanakan setelah kegiatan 
pengawasan sistem kearsipan internal selesai dilakukan. 

Bagian Kedua 
Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif - . . . 

Pasal 8 

(1) Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan internal dilakukan terhadap 
seluruh Objek Pengawasan di lingkungannya. 

(2) Apabila keadaan sumber daya dalam pelaksanaan Pengawasan 
Kearsipan internal terbatas, maka jumlah objek pengawasan 
ditentukan berdasarkan metode penetapan sampel. 

(3) Metode penetapan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan menentukan sampel secara berimbang dan merata. 

(4) Metode penetapan sampel secara berimbang dan merata sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
- - - ·- - - - - . - 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 7 

(1) Aspek penilaian dalam pengawasan Sistem Kearsipan lnteral meliputi: 
a. Pengelolaan arsip dinamis; dan .. ~ ~ . . . 
b. Sumber daya kearsipan; 

(2) Aspek pengawasan pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hurup a meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, 
pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip. 

(3) Aspek pen_gawasan sumber daya kearsipan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b meliputi SDM arsiparis, sarana dan prasasana 
kearsipan. 

Bagian Kesatu 
Pengawasan Sistem Kearsipan Internal 

Pasal 6 

Pengawasan Kearsipan Internal terdiri dari: 
a. Pengawasan Sistem Kearsipan Internal; 
b. Pengawasan pengelolaan Arsip Aktif; dan 
c. Pengawasan penyelamatan Arsip Statis Internal. 

BAB IV 
PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN 

Pasal 5 



Ni1ru dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan Internal yang 
diperoleh Objek Pengawasan terdiri atas: 
a. nilai > 90 - 100 (lebih dari sembilan puluh sampai dengan seratus) 

dengan kategori AA ( sangat memuaskan); 
b, nil?.i > ~9 - ~Q H~l?m gf¥i g~J?.:P?.:n pylyh §!MTIP!¥. g~ng!¥.1 §~ml?Hm1 

puluh) dengan kategori A (memuaskan); 
c. nilai > 70 - 80 (lebih dari tujuh puluh sampai dengan delapan puluh) 

dengan kategori BB ( sangat baik); 
d. nilai > 60 - 70 (lebih dari enam puluh sampai dengan tujuh puluh) 

dengan kategori B (baik); 

Pasal 13 

( 1) Perolehan nilai dari hasil Pengawasan Kearsipan Internal yang telah 
diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan sebagai 
nilai Pengawasan Kearsipan Internal. 

(2) Penetapan nilai Pengawasan Kearsipan Internal dilakukan oleh Bupati. 
(3) Nilai hasil Pengawasan Kearsipan Internal dilaporkan kepada ANRI 

paling lam.bat pada akhir Agustus pada setiap tahunnya. 
(4) Nilai hasil Pengawasan Kearsipan Internal menjadi acuan dalam 

menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Objek 
Pengawasarr. 

Bagian Kelima 
Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan 

Pasal 12 

Hasil pengawasan kearsipan internal dilakukan oleh pemerintah daerah 
terhadap perangkat daerah yang selanjutnya diverifikasi oleh LKD 
Provinsi. 
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Bagian Keempat 
Verifikasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal 

Pasal 11 

Pengawasan penyelamatan arsip statis internal dilaksanakan oleh LKD 
terhadap perangkat daerah yang meliputi pengelolaan arsip dinamis 
berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna 
kesejarahan. 

daftar isian pelaksanaan anggaran atau daftar pelaksanaan anggaran 
pada Perangkat Daerah 

Bagian Ketiga 
Pengawasan Penyelamatan Arsip Statis Internal 

Pasal 10 



(1) Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
15 ayat (1) harus memiliki kompetensi Pengawasan Kearsipan. 

(2) Untuk memenuhi kompetensi pengawasan kearsipan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Tim Pengawas Kearsipan Internal harus 

. - ·- - . .. . - . - . - - - - .. 
mengikuti bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan 
Pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan oleh ANRJ.:.... ------··n 

rl KEPALA Pll!i\UGKATOAERAH IKEPl\lA BA GIAN I PEMGUSUL I·- HU~OM 

Pasal 16 

(1) Dalam penyelenggaraan pengawasan kearsipan internal dibentuk Tim 
Pengawas Internal. 

(2) Tim Pengawas Kearsipan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (ij 
ditetapkan oleh Bupati. 

(3) Struktur Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) terdiri dari: 
a. Pengarah; 
b. Penanggung jawab; 
c. Ketua Tim; dan 
d. Anggota. 

(4) Anggota Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud 
- . - . - ~· - - - - - - . - - - 

pada ayat (3) huruf d, berasal dari pejabat fungsional Arsiparis, 
pejabat fungsional Auditor, atau pejabat di bidang pengawasan yang 
telah mengikuti bimbingan teknis Pengawasan Kearsipan. 

BAB VI 
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL 

Pasal 15 

(2) Basil kegiatan pengawasan atas penegakan peraturan perundang 
undangan di bidang kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat rekomendasi pengenaan sanksi administratif atau sanksi 
pidana terhadap Objek Pengawasan atas pelanggaran yang. dilakukan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

( 1) Pengawasan atas penegakan peraturan perundang - undangan di 
bidang kearsipan dilaksanakan secara bersamaan dengan pengawasan 
atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan. 

BABV 
PENGAWASAN PERATURAN BIDANG KEARSIPAN 

Pasal 14 

e. nilai > 50 - 60 (lebih dari lima puluh sampai dengan enam puluh) 
dengan kategori CC (cukup]; dan 

f. nilai > 30 - 50 (lebih dari tiga puluh sampai dengan Hrna puluh) 
dengan kategori C (kurang); dan 

g. nilai O - 30 (nol sampai dengan tiga puluh) dengan kategori D (sangat 
kurang). 



Kegiatan Audit Kearsipan diawali dengan penyusunan rencana kerja 
audit. 

(1) 

Paragraf 1 
Audit Kearsipan 

Pasal 20 

Bentuk kegiatan dalam pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal 
terdiri atas : 
a. Audit Kearsipan; dan 
b. Monitoring, 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

Pasal 19 

(1) Perencanaan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Internal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 huruf a, disusun oleh LKD 
dalam PKPKT sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Sistematika penyusunan PKPKT terdiri dari : 
a. Pendahuluan 
b. Dasar penyusunan; 
c. Rencana pengawasan kearsipan, yang meliputi: 

1. .Jadwal waktu pengawasanf 
2. Objek pengawasan; 
3. Prioritas; 
4. Anggaran; 
5. Jenis dan metode pengawasan; dan - - . 
6. Langkah kerja. 

d. Penutup. 
(3) Contoh penyusunan PKPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah 
dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kesatu 
Perencanaan Program - - - - 

Pasal 18 

Prosedur Pengawasan Kearsipan Internal dilakukan melalui kegiatan: 
a. Perencanaan Program; 
b. Pelaksanaan; dan 
c. Pelaporan. 

BAB VII 
PROSEDUR PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL 

Pasal 17 

(3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan bimbingan teknis atau 
pendidikan dan pelatihan pengawasan kearsipan setelah berkoordinasi 
dengan ANRI. 

\ 
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(3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilaksanakan setelah kegiatan Audit Kearsipan selesai dilakukan. 

(4) Pelaksanaan kegiatan monitoring atas pelaksanaan tindak lanjut 
hasil Pengawasan Kearsipan Internal menggunakan instrumen 
monitoring kearsipan. 

(2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan untuk mengukur tingkat perkembangan dan status 
tindak lanjut hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada Objek 
Pengawasan. 

( 1) LKD sesuai dengan kewenanganya melaksanakan monitoring atas 
pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Kearsipan Internal. 

Paragraf 2 
Monitoring. 
Pasal 22 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen audit kearsipan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)1 serta tata cara 
penilaian ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(1) Pelaksanaan kegiatan Audit Kearsipan pada Objek Pengawasan 
menggunakan instrumen audit kearsipan. 

(2) Instrumen audit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 
a. Instrumen pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan 

kearsipan; dan 
. . - 

b. Instrumen penegakan peraturan perundangundangan di bidang 
kearsipan. 

(3) Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: 
a. instrumen pengawasan sistem kearsipan internal; 
b. instrumen pengawasan pengelolaan arsip aktif; dan 
c. instrumen pengawasan penyelamatan Arsip Statis internal. 

Pasal 21 

(2) Penyusunan rencana kerja audit sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilakukan oleh Tim Pengawas Kearsipan sesuai wilayah 
kewenangannya. 

(3) Contoh penyusunan rencana kerja audit sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



obyek pengawasan. 
(1) LAKI disusun oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal untuk setiap 

Paragraf 2 
LAKI 

Pasal 28 

Dalam kegiatan Pengawasan Kearsipan menyusun 2 (dua) jenis laporan 
yang terdiri dari: 

a. LAKI; dan 
b.LHM. 

Pasal 27 

Penyusunan laporan hasil Pengawasan Kearsipan harus memenuhi azas 
penyusunan laporan yang baik yang meliputi tepat waktu, lengkap, 

. . . - . - - - - .. 
akurat, objektif, jelas, dan ringkas. 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 26 

Bagian Ketiga 
Pelaporan 

( 1) Monitoring aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a 
dilaksanakan melalui pengamatan langsung pada Objek Pengawasan. 

(2) Monitoring pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b 
dilaksanakan melalui verifikasi bukti yang disampaikan atau 
wawancara Objek Pengawasan. 

Pasal 25 

Pelaksanaan kegiatan monitoring dapat dilakukan melalui: 
a. monitoring aktif; atau 
b. monitoring pasif. 

Pasal 24 

Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen, tingkat perkembangan, 
status tindak lanjut dan tata cara penilaian kegiatan monitoring atas 
pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Kearsipan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai . . - 
ketentuan peraturan perundang- undangan. 
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Pasal 23 



Sistematika LHM terdiri atas: 
a. BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum, maksud 

dan tujuan, ruang lingkup/aspek, penilaian hasil Pengawasan 
Kearsipan, dan petugas pelaksana; 

b. BAB II Uraian Hasil Monitoring, yang menguraikan hasil monitoring 
tindak lanjut hasil Pengawasan Kearsipan; dan 

c. BAB III Kesirnpulan, yang memuat nilai haeil pengawasan, termasuk 
nilai hasil pengawasan tahun sebelumnya. 

Pasal 32 

LHM disusun oleh Tim Pengawas Kearsipan internal berdasarkan risalah 
hasil monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan. 

Paragraf 3 
LHM 

Pasal 31 

Sistematika LAKI sebagai berikut: 
a. BAB I Pendahuluan, yang memuat latar belakang, dasar hukum 

pelaksanaan pengawasan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, 
pelaksana, dan kondisi umum Objek Pengawasan; 

•. .. . ~ 
b. BAB II memuat uraian hasil pengawasan; dan 
c. BAB III memuat Kesimpulan, berisi tentang kesimpulan akhir 

berdasarkan nilai hasil Pengawasan Kearsipan. 

Pasal 30 

(3) LAKI konsolidasi ditandatangani oleh Kepala Unit Kearsipan/Kepala 
Lembaga Kearsipan dan pengarah, selanjutnya serta disampaikan 
kepada Bupati. 

(4) Tembusan LAKI konsolidasi disampaikan kepada Kepala ANRI setiap 
tanggal 31 Agustus sebagai bahan penyusunan LHPKN 

(2) LAKI konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
gabungan hasil Pen_gawasan Kearsipan pada seluruh Objek 
Pengawasan. 

(1) Selain menyusun LAKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 
( 1), Tim Pengawas Kearsipan Internal menyusun LAKI Konsolidasi. 

Pasal 29 

(2) LAKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh 
Kepala Unit Kearsipan/Kepala Lemba_ga Kearsipan, dan Pen_garah 
serta disampaikan kepada setiap Objek Pengawasan. 

·' ~ 



PENEUTIAN PRODUK HUKUM 
JABATAN R 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 NOMOR .1.4 . 

EDY SUJATMIKO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

Plt.BUPATIJEPARA 
WAKIL BUPATI, 

Ditetapkan di Jepara 
padatanggal 9 ·April 2020 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 9 April 2020 

. .. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Jepara. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangan. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 33 

-·- " 
., 



n KEPAIA PER!UIGKAT OAERAH II KE PALA BA GIAN n 

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah 
Unit Sampel Unit Sampel Unit Sampel Unit Sampel 

Pengolah Pengolah Pengolah Pengolah 
l l 226 69 451 82 676 87 
2 2 227 69 452 82 677 87 
3 3 228 70 453 82 678 87 
4 4 229 70 454 82 679 87 
5 5 230 70 455 82 680 87 
.6 6 23-1 70 4·5fr 82 681 87 
7 7 232 70 457 82 682 87 
8 7 233 70 458 82 683 87 
9 8 234 70 459 82 684 87 
10 9 235 70 460 82 685 87 

'' 11 10 236 70 461 82 686 87 
12 11 237 70 462 82 687 87 

Besarnya sampel menurut jumlah unit pengolah dapat dilihat 
pada Tabel di bawah ini: 

Proportional sampling atau sampling berimbang, yaitu dalam 
menentukan sampel, peneliti mengambil wakilswakil dari tiapstiap 
kelompok yang ada dalam populasi yang jumlahnya disesuaikan 
dengan jumlah anggota subjek yang ada di dalam masing-masing 
kelompok tersebut. 

Keterangan: 
n : adalah jumlah sampel 
N : adalah jumlah unit pengolah pada suatu instansi 
d : adalah derajat kesalahan (derajat kesalahan di ambil sebesar 

10% dengaii tingkat keyakifian sebesar' 90o/o}". 

N 
n =•· .. ···.··2··. 1 +N(d ) 

Besarnya sampel didapatkan dengan menggunakan metode Slavin 

dengan rumus sebagai berikut: 

METODE PENETAPAN SAMPEL 

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA 
Nomor : 14 Tahun 2020 
Tanggal: 9 April 2020 
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No Kegiatan Waktu Output Pelaksana 
;1:-:- Penyusunan PKP:KT J@l:J@ P~:KT Tim Peng,awas 

Kearsipan 
Internal 

2. Pengawasan Internal Tim Pengawas 
a. Audit kearsipan Februari-Mei Res um Kearsipan lhasil audit 

d KfPA~ !~RANGKAT OAERAH If ICEPAlA R.nc;rnM 

1. Jadwal Waktu Pengawasan 

c. RENCANA PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUNAN 
Reneana prngram kcrja pengawasan kearsipan tahunan tcrdiri atas: 

B. DASAR PENYUSUNAN 

h lJndang-lJ:q.dang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipani 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan; 

~.,- Peraturan Kepala Araip Nasiona] Republm Indonesia Nomor 6 Tahun 
2019 tentang Pengawasan Kearsipan. 

A. PENDAHULUAN 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin 
terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, 

terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, pelindungan kepentingan 

negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, 

keselamatan .a.set nasiona] dan men-4-m.ami&kan penyelenggaraan kearsipan 
nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan 

penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan 

standar kearsipan. U ntuk menjamin bahwa pencipta arsip baik di pusat 
maupun di daerah menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan 

perundang- undangan perlu dilaksanakan Pengawasan Kearsipan. 

PRe:>GRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL 

PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUNAN 

CONTOH PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN 

TAI=IUNAN (PKPKT). 

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA 
Nomor. ; 1:4 Tahun 2020 
Tanggal :· 9 April 2020 

... 
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z, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
aa. Kecamatan Jepara 
bb. Kecamatan Tahunan 
cc. Kecamatan Mlonggo 
dd, Kecamatan Bangsrr 

e. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 
f. Badan Kepegawaian Daerah 
g. Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga 
h, r:n.n.a.&· Ke.sehatan 
i. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 
j. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 
k. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian 

Penduduk Dan Keluarga Berencana 
m. Dinas Lingkungan Hidup 
n. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 
o. Dinas Penanaman Mod.al Dan· Pelayanan Terpadu S.atu Pintu 
p. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 
q. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 
r. Dinas Perikanan 
s~ Dinas Pariwisata Dan Ke budayaan 
t. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 
u. Dinas Perhubungan 
v. Dinas Komunikasi Dan Informatika 
w, Dinas Koperasi Usaha; Kedl Menengah Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi 
x. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 
y. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 

pada Perangkat Daerah Objek Pengawasan Kearsipan internal 
sebanyak 42 obyek terdiri dari: 

a. Sekretariat Daerah 
b. Sekretariat DPRD 
c. Inspektorat 
d. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan 

Daerah 

2. Objek Pengawasan 

b. Penyusunan LAKI Juni-Juli LAKI Internal 

3. Penyampaian LAKI Agiistiis Tim. Feiigawas 
Kearsipan 
Internal 
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Penanggung Jawa~- kemudian ditandatangani oleh Ketua Tim 
setelah mendapat persetujuan. RKA ini disampaikan kepada 
anggota tim yang lain. 

3. Prioritas 
Prioritas yang menjadi sasaran audit kearsipan internal adalah 
kepatuhan OPD dalam melaksanakan/meimplementasikan 3 (tiga) 
instrument dasar yaitu Klasifikasi Arsip, Tata Naskah Dinas, Jadwal 
Retensi Arsip. 

4. Anggaran 

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pengawasan kearsipan 
internal sebesar Rp . 

5. Jenis dan Metode Pengawasan 
Pengawasan yang dilaksanakan adalah pengawasan kearsipan internal 
dengan metode pengawasan yng dilaksanakan adalah audit kearsipan. 
Untuk melaksanakanaudit ini mempergunakan instrument 
pengawasan internal, wawancara dan verifikasi lapangan 

6: Langkah Kerjfl. 
Adapun langkah kerja pengawasan dapat disampaikan sebagai 
berikut: 
A. Persiapan 

Pada tahap ini disusurr tim audit yang akan melaksanakan kegiatan 
audit kearsipan, pembuatan dan pengiriman surat kepada Objek 
Pengawasan dan koordinasi dengan Objek Pengawasan mengenai 
waktu pelaksanaan kegiatan audit. 

11. Penyusunan Rencana Kerja Audit (R~) 
Penyusunan RKA dilaksanakan oleh masing-masing Ketua Tim 
dalam rangka memberikan panduan dalam pelaksanaan audit 
nantinya. RKA yang telah disusun dikonsultasikan dengan 

ee. Kecamatan Kembang 

ff. Kecamatan Donorqjo: 
gg. Kecamatan Keling 
hh.Kecamatan Pakis Aji 
ii. Kecamatan Kedung · 
jj. Kecamatan Pecangaan 
kk. Kecamatan Kalinyamatan 
ll. Kecamatan Welahan 

mm. Kecamatan Mayong 

n.n,-Keqµp.atan Nal1:Jm~an 
oo. Kecamatan Batealit 
pp. Kecamatan Karimunjawa 
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Plt. BUPATI JEPARA 
W A:KIL BUP-ATI, 

Pangkat 
NIP: . 

NAMA 

KEPALA bfN'As k:EARsfi>AN DAN 
PERPUSTAKAAN KAB. JEPARA 

Jepara, . 

Demikian Fro gram KerJa Pengawasafi Keatsipan Internal Tanun . 
ini disusun untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
kegiatan pengawasan pada tahun . 

D. PENUTUP 

e. Penyusunan Laporan Audit Kearsipan Internal 
Berdasarkan resum basil audit dan hasil penilaian yang sudah 
disetujui penanggungjawab, Tim Audit menyusun Konsep LAKI 
untuk kemudian dibahas dalam rapat Tim Pengawas Kearsipan 
untuk finalisasi LAKI. 

d. Penilaian Hasil Audit Kearsipan 
'Fim- Audit- melaksanakan- penilaian- kemudian- disamyaikan- kepada 
penanggungjawab untuk dilaksanakan veri:fikasi dan persetujuan. 

c. Pelaksaoaan Audit Kearsipan 
A11dit kear~iP-~n ~~~t~~! 4!!~~!!!1~@- dengan melaksanakan· 
visitasi kepada Objek Pengawasan selama 1 (satu) hari kerja dengan 
melaksanakan wawancara. 

... ... ' 
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penyelenggaraan kearsipan perlu menetapkan bukti-bukti yang akan 
diuji yaitu kebijakan kearsipan yan~. ditetapkan pada Pencipta Arsip 
antara lain: 

mendapatkan memadai mengenai keyakinan yang Untuk 

1). Persia pan audit ( 1 hari kerja tanggal 19 Agustus 2019) 
dipergunakan untuk mengumpulkan bahan dan referensi 
keperluan audit kearsipan serta rapat tim pengawas. 

2). Verifikasi lapangan dan wawancara (1 hari kerja per OPD tanggal 
.............. ) 

3). Penyusunan Laporan ( hari kerja) 
b. Bukti yang akan diuji. 

a. Penentuan W aktu. 
P§l~§~~~ audit ~~~f§!P~ ~Hr~n~f'!.n~@ §~l~·mg- + I hm ~~rjg 
dengan pembagian waktu sebagai berikut: 

3. Metodologi 
Metodologi audit kearsipan internal adalah: 

b .... 

a. 

2. Ruang Lingkup 
Rg@g ~mgk'!!P P~pgf!W~§@ K~~~iP@ mt~rn~l ~gaj:aj!:;- 

MasaAudit 

• JI . 

Nama Objek Pengawasan 

Aiamat 

1. Sasaran 
Sasaran audit- keaFsipan- adalah- untuk- menilai- apakah- pene-ipta- aFSfil 
telah melaksanakan penyelenggaraan kearsipan · sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan bidang kearsipan. 

RENCANA KERJA AUDIT KEARSIPAN 

CONTOH PENYUSUNAN RENCANA KERJA AUDIT KEARSIPAN. 

Nomor : 14 Tahun 2020 
Tanggal: 9 April 2020 

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI 
JEPARA 

·, 
l 
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audit yaitu : 

4. Alokasi Sumber Daya 
Untuk melaksanakan kegiatan ini diperlukan sumber daya yang memadai 
yaitu: 

a. SDM sebanyak orang untuk melaksanakan 

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 
g:' Peraturan- Pemerintah- Nomo:r- 28 tahun 201-2- tentang Peraturan 

Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 
3. Keputusan Kepala ANRI Nomor 12 Tahun 2000 tentang Standar 

Penyimpanan Fisik Arsip. 

4. Peraturan Kepala ANRJ Nm:P.P.r Q6 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Perlindungan, Pengamanan, dan Penyelamatan Dokumen/ Arsip 
Vital Negara. 

5. Peraturan Kepala ANRI Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata cara 
penyediaan Arsip Dinamis sebagai Informasi Publik. 

6. Peraturan Bersama Kepala ANRI dan Kepala BKN Nomor 08 
Tahun 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Retensi Arsip Kepegawaian PNS dan Pejabat Negara. 

7; Peraturan Kepala A:NRJ Nomqr Q9 Tahun 2Ql2 tentang Pedoman 
Pengelolaan Arsip Asset Negara/Daerah. 

B. Peraturan Kepala ANRI Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman 
Klasifikasi Arsip. 

9, Peraturan Kepala ANRI- Nomor 25 Tahun 20 }2 tentang Pedoman 
Pemusnahan Arsip. 

10. Peraturan Kepala ANRI Nomor 06 tahun 2013 tentang Pedoman 
Retensi Arsip Keuangan. 

n, Peraturan Kepala A:NRJ Nomor 2 tahun 20 l 4 tentang 
Pedoman Tata Naskah Dinas. 

12. Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Pengawasan 

d. Stfu1da.F peFatuFan pfrundang-undangru.1. 
Dalam audit ini, standar peraturan perundangan yang dipergunakan 
adalah: 

1. Pengelolaan Arsip Aktif. 

2: Pengelolaan Arsig I-naktif.- 
3. Penyusutan Arsip. 
4. Pengelolaan Arsip Vital. 
5. Pemeliharaan Arsip Dinamis 
Q; Pengelolaan Arsip Statis: 

c. Sampling. 
Sampling dilaksanakan terhadap OPD sebanyak 4 instansi apabila 
jumlah SDM tidak mencukupi . 

.. ) 
! 



PU. BUPATI JEPARA 
WAKIL BUFATI, 

( ) ( ) 

Dibuat oleh, 
Ketua Tim Audit, 

Disetujui oleh, 
Penanggungjawab, 

1. (Ketua Tim) 
2 (anggota) 
3 (anggota) 

b. Bahan Referensi. 

c. Bahan dan Sarana Kerja berupa formulir pengawasan dan komputer. 
d. Pendanaan untuk biaya perjalanan, foto copy dan pencetakan laporan 

c__ -- -- -- 

'• 
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